Inovasi kebijakan polisi peduli sesama: studi ATM beras untuk warga miskin di Desa Ngantru dan Desa Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek tahun 2017 by Qudsiyah, Hesti Safrotul
INOVASI KEBIJAKAN POLISI PEDULI SESAMA
(Studi ATM Beras Untuk Warga Miskin di Desa Ngantru dan Desa Tamanan
Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2017)
Skripsi
Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar





FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT







































Skripsi yang berjudul Inovasi Kebijakan Polisi Peduli Sesama (Studi ATM
Beras Untuk Warga Miskin di Kecmatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek) tahun
2017 ini, memfokuskan kajiannya pada tiga permasalahan. Pertama, tentang alasan
Polres Trenggalek mendirikan sebuah wadah organisasi yang bernama P2S (Polisi
Peduli Sesama). Kedua, bagaimana realisasi inovasi kebijakan yang dilaksanakan
oleh Polisi Polres Trenggalek mengenai bantuan ATM Beras untuk warga miskin di
Kecamtan Trenggalek. Ketiga, ingin menganalisis bagaimana faktor yang
mendukung serta faktor menghambatnya realisasi inovasi kebijakan ATM beras
untuk warga miskin tersebut.
Penelitian ini menekankan pada observasi langsung terjun ke lapangan
dengan melakukan penggalian data lewat wawancara, serta didukung oleh sumber-
sumber refrensi literatur terkait dalam menganalisis temuan data. Metode yang
digunakan adalah kualitatif diskriptif. Sehingga isi kajian peneliteian ini bisa
tersusun secara sistematis dan bersifat obyektif. Data digali dari sumber primer dan
sekunder dengan melakukan penggalian data melalui observasi, wawancancara
secara terstruktur rapi dan mendalam serta dokumentasi. Peneliti juga berpartisipasi
terlibat secara langsung dalam kasus ini. Demikian pula data yang diperoleh sangat
terukur validitasnya, sehingga dapat dianalisis secara interaktif.
Kajian ini menggunakan teori Kebijakan Publik yang digunakan untuk
menganalisis bagaimana jalannya kebijakan tersebut sampai ke tangan masyarakat.
Kebijakan publik secara umum sering diartikan sebagai segala sesuatu yang dipilih
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tetapi disini yang
berperan adalah Instansi Kepolisian bukan pemerintah pusat.
. Hasil penelitian ini menunjukkan terbentuknya Polisi Peduli Sesama (P2S)
adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dan
meminimalisir tindak kejahatan dan kriminalitas di Trenggalek yang disebabkan
oleh banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sehingga Polisi Peduli
Sesama menggagas Inovasi ATM beras untuk membantu masyarakat miskin di
Kabupaten Trenggalek. Realisasi inovasi ATM Beras untuk warga miskin di
kabupaten Trenggalek sudah berjalan dengan baik. Ukuran baik adalah perencanaan
sudah berjalan sesuai dengan realita di lapangan. Di Kecamatan Trenggalek
berjalan di 2 Desa, yaitu di Desa Ngantru dan Desa Tamanan. Namun terdapat
faktor penghambat berjalannya realisasi ATM Beras adalah kurangnya donatur
untuk pengadaan beras. Polres Trenggalek masih mengandalkan iuran dari anggota
kepolisian (P2S) untuk pengadaan beras tersebut. serta kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat di Desa Ngantru dan Desa Tamanan mengenai program Inovasi
ATM Beras ini.
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A. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat
fisik dan non fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup
manusia. Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung.
Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup seorang diri.
Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia
perlu saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling membantu dan
tidak boleh saling menghina, menzalimi, dan merugikan orang lain.1
Dalam upaya menanamkan kepekaan untuk saling tolong menolong,
kita dapat mebiasakan diri dengan menginfakkan atau memberikan sebagian
rezeki yang kita peroleh meskipun sedikit, seperti memberikan santunan
kepada fakir miskin, orang tua dan jompo, mengangkat anak asuh, memberi
bantuan kepada orang yang sedang menuntut ilmu, membangun sarana umum
(jalan), serta mencari upaya mengentaskan kemiskinan yang ada di
masyarakat.2
Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur’an Surat Al Isra’ ayat 26-
27 tentang menyantuni fakir miskin dan menyantuni kaum dhuafaa:
1http://www.scribd.com/doc/40488823/ManusiaSebagaiMakhlukIndividudanMakhlukSos
ial, (diakses pada 23 Mei 2017 pukul 14:22 WIB)
2 Al-Qur’an, 17:26, 17:27.
































)٢٦ (اًﺮﯾِﺬَۡﺒﺗ ّۡرَِﺬُﺒﺗ َﻻَو ِﻞِﯿﺒﱠﺴﻟٱ َﻦۡﺑٱَو َﻦﯿِﻜۡﺴِﻤۡﻟٱَو  ۥ ُﮫﱠﻘَﺣ ٰﻰَﺑُۡﺮﻘۡﻟٱ َاذ ِتاَءَو
 َﺒُﻤۡﻟٱ ﱠنِإ ِﻦﯿِﻄ ٰـ َﯿﱠﺸﻟٱ َنٲَﻮِۡﺧإ ْآُﻮﻧﺎَﻛ َﻦﯾِّرِﺬ)  ا ً۬رُﻮﻔَﻛ ِۦِّﮫﺑَﺮِﻟ ُﻦ ٰـ َﻄۡﯿﱠﺸﻟٱ َنﺎَﻛَو٢٧(
Artinya : (26) “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat
akan haknya ; kepada orang miskin dan orang yang dalam
perjalanan; dan janganlah kamu menhamburkan (hartamu) secara
boros. (27) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-
saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhannya. “ (QS Al
Isra: 26-27)
Berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia, polri selalu terkoneksi langsung dengan masyarakat.
Apapun keluhan masyarakat, Polri harus siap sebagai konsekwensi dari amanat
dari Undang-undang tersebut, khususnya pasal 13 yang menyatakan tugas
pokok Polri adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b)
menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, c) memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.3
Dalam kontek pengayom dan pelayan masyarakat inilah instansi
pemerintah terutama polisi dituntut untuk melayani masyarakat dalam segala
kondisi karena falsafah dari Undang-Undang Kepolisian RI hakikatnya tidak
hanya public safety tapi juga problem solving, artinya setiap ada permasalahan
masyarakat baik kelompok maupun individu Polri harus siap mampu
membantu dan memberikan solusi kongkrit. Masalah disini tidak hanya
3 Tugas dan Wewenang Polri (UU No. 2 Tahun 2002)
































terbatas pada persoalan hukum namun lebih luas yakni masalah hidup dan
kehidupan masyarakat.
Konsep pengayom dan pelindung masyarakat haruslah diwujudkan secara
nyata. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah inovasi yang bersifat internal namun
dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas dan munculah
gagasan membuat program bernama “Polisi Peduli Sesama” atau disingkat
menjadi P2S. Ibarat pribahasa, “sekali dayung dua tiga pulau terlampaui”.
Program P2S ini bertujuan menumbuhkan kepekaan dan kepedulian anggota
Polri terhadap kesulitan warga hingga muncul rasa empati untuk membantu
sesama. Outputnya, masyarakat merasa terbantu oleh Polisi dan outcomennya
kepercayaan publik juga semakin meningkat.
Dalam menjalankan tugasnya, Polri tidak selamanya hanya menangani
persoalan yang berkutat dengan hukum dan kriminalitas, melainkan bagaimana
Polri mampu berperan sebagai solutor menyelesaikan segala keluh kesah
masyarakat, serta aktif memberdayakan segala potensinya alam rangka
mendukung kebijakan pemerintah khususnya pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan Kabupaten Trenggalek, jumlah
penduduk miskin di Trenggalek mengalami peningkatan. Di tahun 2015
sebanyak 267.272 Jiwa, sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 272.792
Jiwa atau 38% dari total jumlah penduduk yang tersebar di seluruh 14
Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek.4
Angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek masih cukup tinggi,
4https://trenggalekkab.bps.go.id (di akses 20 Mei 2017 pkl 13.45 WIB)
































sementara kondisi Geografis pesisir dengan luas tanah persawahan yang tidak
seimbang ditambah minimnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor
meningkatnya Kamtibnas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Kabupaten
Trenggalek merupakan sebuah daerah di pesisir selatan Pulau Jawa dengan
karakteristik masyarakat khas “Matraman”. Situasi dan kondisi Kamtibnas
dengan 827.873 penduduk cenderung kondusif, kriminalitas yang sering terjadi
di masyarakat di Kabupaten Trenggalek masih banyak dan harus dibenahi.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih terbilang rendah.
Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai komentar dan keluh kesah yang
disampaikan oleh tokoh masyarakat. Masyarakat menganggap kinerja polri
yang belum maksimal terutama dalam hal profesionalisme.
Sejak menjabat sebagai Kapolres Trenggalek AKBP Donny
Adityawarman, S.I.K, M.SI di bulan Desember 2016, beliau membuat program
unggulan yaitu “Polisi Peduli Sesama” yang beranggotakan 781 Polisi se-
Kabupaten Trenggalek. Polres Trenggalek meluncurkan Inovasi terbaru yakni
ATM Beras untuk warga miskin. Inovasi ATM Beras di Kabupaten Trenggalek
menjadi inovasi yang pertama kali ada di Indonesia.
Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat transaksi
dalam perbankan yang biasanya berhubungan dengan Uang melalui sebuah
kartu ATM sebagai ID Card Personal. Pada kesempatan kali ini peneliti
menemukan sebuah gebrakan Inovasi terbaru yaitu ATM Beras. ATM Beras
adalah sebuah alat transaksi seperti ATM pada umumnya, hanya saja yang
dikeluarkan bukan uang melainkan beras untuk warga miskin di Trenggalek.
































Inovasi ATM beras sudah berjalan di Kabupaten Trenggalek sejak
Januari 2017 lalu, yang diprakarsai oleh Polres Trenggalek sebagai salah satu
trobosan dan Inovasi program unggulan “Polisi Peduli Sesama (P2S)”. ATM
sengaja disediakan untuk menyalurkan bahan pokok untuk warga miskin di
Kabupaten Trenggalek.5
Dalam tahap ini pihak Polres akan bekerjasama dengan PEMKAB
Trenggalek untuk mendata masyarakat miskin. Masing-masing keluarga akan
diberikan satu kartu ATM per-KK sehingga mereka datang dan mengambil
beras dari mesin ATM setiap minggunya.
Keberadaan warga miskin khususnya di pelosok desa cukup
memperihatinkan. Meskipun pada kenyataannya pemerintah telah berbuat
cukup banyak melalui program pengentasan kemiskinan. Disisi lain,
kepedulian anggota polri yang sudah terbiasa dengan lingkungan sepi dan
terpencil membuat mereka sedikit cuek dan tidak ada aksi. Kondisi ini
merupakan peluang sekaligus hambatan.
Dalam perencanaan pihak Polres Trenggalek kedepan, mesin ATM Beras
tidak hanya disediakan di Markas Polres namun juga di seluruh Mapolsek yang
ada di seluruh Kabupaten Trenggalek. Dari pihak polres akan bekerjasama
dengan Pemkab Trenggalek untuk mendata warga miskin yang berhak
mendapatkan kartu ATM Beras. Selain itu, dana beras juga didapat dari
kerjasama dengan pihak relawan, kemudian iuran anggota kepolisian, dan
5 Suyono, Kasatbinmas Polres Trenggalek, Wawancara. Trenggalek 21 September 2017
































menggalang dana kepada donatur untuk pengadaan beras.6
Sesuai dengan teori kebijakan publik, ATM beras merupakan tujuan dari
pemerintah untuk masyarakat yang diamanahkan kepada Polres Trenggalek.7
Dalam kategori ini adalah masyarakat yang kurang mampu. Pelaksanaan fungsi
kepolisian dapat terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan
tertib. Aman dalam arti bebas dari gangguan fisik maupun psychis, perasaan
bebas dari kekhawatiran, resiko, dan perasaan damai lahir batin. Polri terus
perupaya mengawal setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah. Yang paling
utama adalah terkait dengan kebijakan ekonomi.8 Mengingat saat ini
pemerintah terus meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia dengan
meluncurkan sejumlah kebijakan.
Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang Inovasi
Kebijakan yang dilaksanakan Polisi Peduli Sesama terhadap masyarakat
miskin Kabupaten Trenggalek.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang  dibahas
pada penelitian ini adalah:
1. Apa motif Polres membuat inovasi kebijakan Polisi Peduli Sesama (P2S)
di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana realisasi Inovasi Kebijakan Polisi Peduli Sesama dalam
6 Suyono, Kasatbimnas Polres Trenggalek, Wawancara. 21 September 2017
7 Zainal Abidin, Said. Kebijakan Publik. (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), 6.
8Sadjiono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance,
(LaksBang:Yogyakarta 2005), 163.
































menjalankan program ATM Beras di Kabupaten Trenggalek?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat realisasi Inovasi Kebijakan Polisi
Peduli Sesama dalam menjalankan program ATM Beras di Kabupaten
Trenggalek?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui bagaimana motiv dari Polres Trenggalek membuat kebijakan
Polisi Peduli Sesama (P2S) di Kabupaten Trenggalek.
2. Mengetahui realisasi dari sebuah inovasi kebijakan polisi peduli sesama
tentang program ATM Beras untuk warga miskin di Kabupaten
Trenggalek.
3. Menganalisa faktor pendukung dan penghambat realisasi inovasi
kebijakan polisi peduli sesama tentang progam ATM beras untuk warga
miskin di Kabupaten Trenggalek.
D. Manfaat Penelitian
Dari hasil tulisan ini diharapkan akan memperoleh manfaat:
1. Teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan
teori yang berhubungan dengan inovasi kebijakan Polisi Peduli Sesama
(P2S) di Kabupaten Trenggalek.
2. Praktis
Secara praktis untuk dijadikan bacaan, referensi, dan acuan bagi
penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan tentang inovasi
































kebijakan yang di lakukan oleh instansi Negara Polri pada program ATM
Beras untuk warga miskin di Kabupaten Trenggalek.
E. Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik
tentang inovasi kebijakan. Di antaranya adalah sebagai berikut:
Resky Amalia P. (2016) dari Universitas Hasanuddin Makassar menulis
skripsinya yang berjudul Implementasi Inovasi (Implementing Innovation)
Kebijakan Program (SPP) Simpan Pinjam Perempuan Di Kecamatan
Tanasitolo Kabupaten Wajo. Skripsi ini membahas bahwa dalam
pengimplementasian inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Unit Pengelola
Keuangan di Kecamatan Tanasitolo sudah memberikan dampak yang cukup
baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan kebijakan yang telah diterapkan oleh
UPK dan pihak pemerintah Kecamatan Tanasitolo yang mampu merubah
motivasi masyarakat dalam hal ini anggota kelompok SPP untuk melunasi
tunggakan terbukti pada saat aturan surat pernyataan ahli waris dan pemberian
jaminan diterapkan mengalami penurunan tunggakan yang pesat yaitu
mencapai Rp. 51.050.004 dari Rp. 108.712.723 pada saat serah terima asset
kemudian sampai saat akhir Januari menurun lagi menjadi 29.187.521.9
Namun, dibalik keberhasilan program yang dilaksanakan oleh UPK
Kecamatan Tansitolo juga terdapat kekurangan misalnya masih adanya
9 Resky Amalia. Implementasi Inovasi (Implementing Innovation) Kebijakan Program
(SPP) Simpan Pinjam Perempuan Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Skripsi tidak
diterbitkan, (Makassar: Jurusan Ilmu Administrasi  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar, 2016)
































ketidaksesuain antara kebijakan tersebut dan anggota kelompok SPP
berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan tiga kelompok yang masih
tergolong ke dalam tunggakan yang bermasalah dua di antara kelompok
tersebut meninggalkan daerah bersama dengan ahli waris yang bertanda tangan
dalam surat pernyataan ahli waris tanpa seizin pihak UPK. Dengan demikian
pihak UPK sulit untuk menagih anggota tersebut karena pihak keluarga yang
bertanda tangan dalam surat pernyataan juga bersamaan meninggalkan daerah
Kemudian satu kelompok juga tergolong dalam tunggakan yang bermasalah
yaitu salah satu dari anggota tersebut mengalami kemacetan usaha.
Fauzi Ahmad Abdillah (2016), dari Universitas Hasanuddin Makassar
menulis skripsi yang berjudul Inovasi Pelayanan Paspor di Kantor Imingrasi
Kelas 1 Makassar. Skripsi ini membahas bahwa pelaksanaan pelayanan paspor
terpadu (SPPT) / one stop service sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat
dilihat dari animo masyarakat dalam mengurus paspor dan respon masyarakat
terkait dengan program layanan one stop service ini. Selain itu pula
pelaksanaan yang berdasarkan dengan standar operasional prosedur
menjadikan inovasi program ini lebih terarah dan tepat sasaran. Namun
diantara keberhasilan program layanan paspor online dan offline, penulis
menemukan masih kurangnya minat masyarakat untuk mengakses layanan
online dalam pembuatan paspor karena pemohon menilai bahwa interaksi
langsung dengan pihak imigrasi melalui offline masih terbilang efektif dan
efesien ketimbang dengan pengurusan online yang dianggap rentang dengan

































Dari segi kriteria inovatif suatu program pelayan paspor terpadu / one
stop service ini disimpulkan bahwa program ini sudah pada tahap inovatif,
walaupun ada kriteria yang masih memiliki kendala.
Muhammad Ali Syamsuddien (2016), Universitas Lampung Bandar
Lampung menulis skripsi yang berjudul Inovasi Layanan PT Pos Indonesia
Dalam  Peningkatan Kualitas Pelayanan Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Di
Era Persaingan Global  (Studi Pada Kantor Pos Bandar Lampung). Berdasarkan
hasil penelitian mengenai inovasi yang dibuat oleh PT Pos Indonesia dalam
menghadapi persaingan global pada bab sebelumnya, inovasi produk seperti
Pos Express, wesel pos instan, wesel pos kemitraan dan galeri Pos serta
perubahan budaya baru perusahaan dan menjadikan PT Pos sebagai networking
company maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PT Pos melakukan
inovasi yang mampu memberikan keuntungan yang terus meningkat secara
signifikan serta mampu bersaing pada persaingan global adalah
kemampuannya dalam merespon perubahan cepat yang terjadi dalam industri
pos dan beberapa inovasi yang dilakukan sudah baik dalam merespon
persaingan saat ini. Hanya saja bagaimana implementasinya saja dan tentu
konsistensi yang akan menjadikan PT Pos bisa terus bersing saat ini.11
10 Fauzi Ahmad Abdillah. Inovasi Pelayanan Paspor Di Kantor Imingrasi Kelas 1
Makassar, Skripsi tidak diterbitkan, (Makassar: Jurusan Ilmu Administrasi  Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016)
11 Muhammad Ali Syamsuddien, Inovasi Layanan PT Pos Indonesia Dalam
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Di Era Persaingan
Global  (Studi Pada Kantor Pos Bandar Lampung). Skripsi tidak diterbitkan, (Lampung:
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2016)
































Yang menjadi perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian skripsi
di Kabupaten Trenggalek yang berjudul “Kebijakan Polisi Peduli Sesama
(Studi ATM Beras Untuk Warga Miskin di kab Trenggalek). Di Kabupaten
Trenggalek jumlah penduduk miskin setiap tahun mengalami peningkatan.
Kondisi georgafis pesisir dan luas tanah persawahan yang tidak seimbang
ditambah minimnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor
meningkatnya KANTIBNAS (Keamanan dan ketertiban masyarakat) sehingga
Polres Trenggalek meluncurkan sebuah inovasi kebijakan yakni ATM Beras
untuk membantu warga miskin. Inovasi kebijakan ini pertama kali ada di
Indonesia dan baru di cetuskan oleh Polres Trenggalek, diharapkan inovasi
tersebut bisa ditiru oleh Polres dikabupaten lain.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk
mendapatkan informasi yang mendalam mengenai inovasi kebijakan yang
di lakukan oleh Polres Trenggalek. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian lapangan (field research) sesuai dengan obyek yang dipilih
sebagai deskripsi komunitas secara langsung (data sebenarnya) di
lapangan.12
Dimana penyajian data tidak dilakukan secara numeric sebagaimana
12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2007), 81.
































penyajian data pada pendekatan kuantitatif. Dari sisi metodeologis, tata
cara mengungkapkan pemikiran seseorang atau pandangan kelompok
orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif. Bodgan
dan Taylor dalam Basrowi mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Individu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan sebagai
variabel atau hipotesis.
Menurut Sugiyono, penelitian itu bermacam-macam jenisnya, dan
dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan
analisis jenis data. Dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan adalah
berupa penelitian yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif analisis yaitu
metode dimana penulis mengumpulkan data-data penelitian yang
diperoleh dari objek penelitian dan literature-literatur lainnya. Kemudian
menguraikan secara rinci untuk mengetahui. permasalahan penelitian dan
mencari penyelesaiannya.13
Sedangkan, metode deskriptif kualitatif yang berbasis studi kasus
yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami tentang apa yang dialami
oleh subyek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi dan tindakan
dengan cara deskripsi melalui kata-kata dan bahasa pada konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode
13 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD …, 218-219

































2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan
pengumpulan data yang kemudian di teliti dan dianalisis. Dalam
pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten
Trenggalek khususnya di Polres Trenggalek, karena peneliti tertarik
dengan inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Polisi Peduli Sesama (P2S).
Sedangkan waktu penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret
2017. Waktu pelaksanaan tersebut dilakukan sesuai dengan surat izin
penelitian yang diberikan oleh Akademik Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh
sumbernya atau pihak-pihak yang berwenang terhadap masalah yang
hendak dibahas, dalam hal ini adalah Kasatbinmas Polres
Trenggalek, warga miskin penerima ATM Beras, Pemerintah Desa.
b. Sekunder
Data Sekunder adalah data-data kepustakaan yang relevan
14 Lexy J Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009),6.
































dengan penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku
literatur dan peraturan perundang-undangan atau dokumentasi lain.
4. Teknik Pengumpulan Data
Hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan tugas adalah perlu
mendapatkan data-data yang akan dianalisis. Beberapa teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:15
a. Metode Wawancara
Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui
komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber. Pada
penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan
pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998)
dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum
wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang
sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tampa
menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk
pertanyaan yang eksplisit. Penulis mengadakan wawancara dan
tanya jawab secara langsung dengan narasumber.
Penulis mewawancarai Pertama, Bapak Suyono, S.H., M.Hum
selaku KASATBINMAS di Polres Trenggalek. Kedua, anggota
Polisi Peduli Sesama (P2S), Bripka Suci Barokah. Ketiga, Suwono
Kepala Desa Ngantru. Keempat, Turiman, Sutrisno warga Desa
15 Noeng Muhjair, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996),
104.
































Ngantru, Kelima, Joko dan Musanah warga Desa Tamanan di
kecamatan Trenggalek yang menerima bantuan ATM Beras oleh
Polres Trenggalek.
b. Metode Observasi.
Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan
mengamati langsung di tempat tersebut. Menurut Patton (dalam
Poerwandari 1998) salah satu hal yang penting, namun sering
dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi.
Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi
data penting karena: Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih
baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.
Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka,
berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan
mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
Penulis melakukan observasi dengan terjun langsung ke
Kabupaten Trenggalek untuk melihat Inovasi Kebijakan Polisi
Peduli Sesama (P2S). Sehingga penulis bisa mendapatkan informasi
dan data yang dibutuhkan. Penulis mendatangi satu per satu
informan yang akan diberikan pertanyaan guna mendapatkan data
yang dibutuhkan oleh penulis.
c. Dokumentasi.
Menurut Suharsini dokumentasi ialah mencari data mengenai
































suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku,
surat kabar.
5. Teknik Pemilihan Informan
Pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling yaitu penentuan informan dengan pertimbangan
tertentu. Pertimbangan tersebut berdasar anggapan tentang informan yang
dinilai paling tahu tentang data yang diharapkan atau informan sebagai
penguasa sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek/situasi
sosial yang diteliti.16 Adapun informan penelitian sebagai berikut:
Pertama, Bapak Suyono, S.H., M.Hum selaku KASATBINMAS di
Polres Trenggalek. Kedua, anggota Polisi Peduli Sesama (P2S), Bripka
Suci Barokah. Ketiga, Suwono Kepala Desa Ngantru. Keempat, Turiman,
Sutrisno warga Desa Ngantru, Kelima, Joko dan Musanah warga Desa
Tamanan di kecamatan Trenggalek yang menerima bantuan ATM Beras
oleh Polres Trenggalek.
6. Teknik Analisis Data
Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai
pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (1984)
mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D…, 218.
































sehingga datanya sudah penuh.17 Aktifitas dalam analisis data yaitu data
reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion
drawing (verifikasi).
Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak
sehingga perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penulis
turun ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan
rumit sehingga perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah
merangkum dan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting
kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian terlihat gambaran
yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya.
Penyajian data pada penelitian kualitatif yaitu dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori. Menurut Milen dan Huberman
yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.18 Dengan mendisplay
data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,
merancanakan kerja selanjutnya berdasar apa yang telah dipahami. Namun
dalam fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga data juga
mengalami perkembangan.
Verifikasi atau penarikan kesimpulan yang masih bersifat sementara
dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung
17 Noeng Muhjair, Metodologi Penelitian Kualitatif…, 104
18 Ibid., 249
































pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi gambaran
suatu objek yang masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi
jelas.
Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini
dengan menggunakan deskriptif kualitatif data yang dianalisa dalam
bentuk paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut
diinterpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu
kesimpulan.

































BAB I : PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Kajian Pustaka, Telaah Pustaka dan Sitematika Penulisan.
BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI
Kerangka Teori ini terdiri dari Definisi Kebijakan, Unsur-unsur
Kebijakan, Ciri-ciri Kebijakan.
BAB III : METODE PENELITIAN
Sebagai Acuan kegiatan penelitian, gambaran umum tentang Polisi Peduli
Sesama dlam program ATM Beras untuk warga miskin di Kabupaten
Trenggalek, memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data,
informasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan
teknis analisi data.
BAB IV : PENYAJIAN DATA dan ANALISIS DATA
Memaparkan hasil penelitian dan pembahasannya, serta memaknai hasil
penelitian tentang “Inovasi Kebijakan Polisi Peduli Sesama (Studi ATM
Beras Untuk Warga Miskin di Kabupaten Trenggalek)”
BAB V : PENUTUP
Memuat Kesimpulan dan Saran
DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN


































A. Kajian Teori Kebijakan
1. Definisi kebijakan
Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti
kebijakan. Zainal Abidin megutip dari Thomas Dye menyebutkan kebijakan
sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu,
definisi tersebut dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari
David Easton, Laswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Easton menyebutkan
kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk
masyarakat secara keseluruhan, hal ini mengandung konotasi tentang
kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan
bermasayarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat
mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara Laswell dan
Kaplan yang melihat kebijakan sebagai program yang diproyeksikan
berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Fiedrich mengatakan bahwa yang
paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan, sasaran, atau
kehendak.
Zainal Abidin megutip dari H.Hugh Heglo bahwa kebijakan sebagai
suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi
Heglo selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan beberapa isi
































dari kebijakan. Yang pertama adalah tujuan, yang dimaksud adalah tujuan
tertentu yang dikehendaki untuk dicapai. Yang kedua rencana yang
merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga program atau
cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk
mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat adalah keputusan, yakni tindakan
tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan
rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima adalah
dampak, yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.1
Dari definisi beberapa ahli memberikan makna bahwa kebijakan itu
sifatnya dinamis. Sedangkan kebijakan publik secara umum sering diartikan
sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu. Pendapat lain menunjukkan bahwa kebijakan publik
dapat diartikan sebagai alokasi nilai-nilai secara sah yang dilakukan lembaga-
lembaga yang memang memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut.
Substansi nilai-nilai yang dimaksud disini menyangkut apapun yang ingin
dicapai manusia. Sebaliknya alokasi yang bersifat sah sehingga mengikat
setiap anggota masyarakat muncul karena aloksi tersebut dilakukan lembaga
pemerintah yang memang memperoleh limpahan kewenangan.2
Realitas kebijakan publik merupakan otoritas karena dibuat oleh orang
1 Zainal Abidin, Said. Kebijakan Publik. (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), hlm 6.
2 Randy R Wrihatnolo & Riant Nugroho Dwijowijoto. Manajemen Pemberdayaan, Sebuah
Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. (Jakarta : PT Elex Media
Komputindo,2007), hlm 130.
































orang yang memiliki kekuasaan yang legitimate dalam sistem pemerintahan.
Suatu keputusan bersifat mengikat bagi public servants untuk bertindak
dalam sejumlah program tertentu. Keputusan pemilik otoritas mengacu pada
harapan dan hasil merupakan hal biasa meskipun hakikat otoritas kebijakan
publikadalah hasil pertimbangan yang di dapat dari pemerintah dalam setiap
isu.3 Anderson mengemukakan pendapatnya jika kebijakan publik adalah
kebijakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-
pejabat pemerintah.4
2. Unsur-unsur Kebijakan
Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem atau elemen,
komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif, yaitu dari proses
kebijakan dan struktur kebijakan. Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-
tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan
evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur kebijakan:
1. Tujuan Kebijakan.
Tujuan kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa
ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan.
2. Masalah.
Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan.
3 Ismail Nawawi. Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek), (Surabaya:
Putra Media Nusantara ITS,2009), hlm 9-10.
4 Hanif Nurcholis. Teori & Praktik Pemerintahan & Otonomi Daerah. (Jakarta: Grasindo
:2005),  hlm 264.
































Kendala dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan
kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu
cara atau metode yangbaik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan
jika pemecahannya dilakukan terhadap masalah yang tidak benar.
Dengan cara lain dapat dikatakan jika suatu masalah telah dapat
diidentifikasikan secara tepat.
3. Tuntutan
Tuntutan muncul karena salah satu dari dua sebab. Pertama, karena
terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan
kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dirasakan
tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. Kedua, karena
munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai
atau suatu masalah terpecahkan.
4. Dampak
Dampak merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari
pencapaian suatu tujuan.
5. Sarana atau alat kebijakan.
Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana yang
dimaksud. Beberapa sarana ini dapat disebutkan, antara lain kekuasaan,
insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan dari
kebijakan itu sendiri.5
5 Ibid, hlm 25-32.
































Pembuatan kebijakan secara khusus mencakup suatu pola
tindakan yang membutuhkan cukup banyak waktu dan meliputi banyak
keputusan, baik yang rutin maupun tidak.6
3. Ciri-ciri Kebijakan Publik
Menurut James Anderson dan kawan-kawan mengemukakan beberapa
ciri dari kebijakan publik adalah sebagai berikut:
a. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya pembuatan suatu
kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada
kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
Sehingga dapat dipahami orientasi pada tujuan suatu kebijakan sangat
berarti.
b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain.
Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan
berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
Suatu kebijakan berhubungan dengan kebijakan terdahulu dan akan
diikuti oleh kebijakan lain.
c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang
masih ingin atau dikehendaki atau dilakukan pemerintah. Karena
kebijakan pada dasarnya adalah pedoman untuk bertindak baik untuk
melakukan maupun untuk tidak melakukan sesuatu guna mencapai
tujuan, sehingga diperlukan adanya keputusan pengaturan dari
6 Budi Winarno. Kebijakan Publik (Teori dan Proses). (Yogyakarta: Medpress, 2008), hlm 37.

































d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa
pengarahan untuk melaksanakan dan menganjurkan. Selain melarang
dan menganjurkan, dalam masyarakat juga terdapat kebijakan yang
tidak bersifat melakukan dan juga tidak bersifat melarang. Dalam
pengambilan suatu keputusan terkadang ada pihak yang tidak dapat
menyetujui suatu keputusan, akan tetapi juga tidak menolak keputusan
tersebut.
e. Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai
kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mengikutinya.7
4. Proses Kebijakan Publik
a. Indentifikasi dan perumusan masalah
Salah satu ciri prnting dari kebijakan adalah purposive atau goal
orinted. Artinya suatu kebijakan dibutuhkan karena ada tujuan yang
dicapai. Jika tidak ada tujuan maka tidak perlu ada kebijakan. Dengan
demikian, tujuan merupakan prasayarat untuk pengadaan kebijakan.
Adanya alasan pengadaan kebijakan karena ada suatu masalah yang
hendak dipecahkan. Sehingga kebijakan merupakan alat atau cara untuk
memecah masalah yang sudah ada, yang menjadi dasar pembuatan
kenijakan adalah masalah. Tanpa ada masalah tidak perlu ada kebijakan
baru. Masalah dapat diamati melalui kondisi negatif yang tampak atau
7 Zainal Abidin, Said. Kebijakan Publik. (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), hlm 22
































yang dapat dirasakan, masalah dapat dianggap sebagai penyebab
terjadinya gangguan atau hambatan dalam pencapaian tujuan.
Penanganan suatu dapat dilihat dari konsekuensi yang ditimbulkan atau
pencapaian suatu tujuan dapat diukur dalam nilai hasil.
Dalam proses perumusan dan aplikasi kebijakan seringkali
muncul sikap kontroversi dalam masyarakat. Pertama, sebagai akibat
dari perbedaan kepentingan diantara kelompok. Kedua, karena
perbedaan prioritas dari tujuan yang akan dicapai meskipun diantara
mereka terdapat kepentingan yang sama. Ketiga, bersumber dari
perbedaan pengertian tentang rumusan masalah sekalipun semua pihak
mengalami akibat yang sama dari masalah tersebut.
Perumusan masalah biasanya dilakukan sekurang-kurangnya
melalui tiga tahap, yaitu pengamatan, pengelompokan dan
pengkhususan masalah. Pada tahap pertama orang akan melihat atau
merasakan adanaya suatu keadaan atau kejadian. Melalui pengamatan
dapat dipahami latar belakang keadaan atau masalah tersebut, langkah
selanjutnya adalah pengkhususan masalah sehingga dapat dibuat
rumusan masalahnya.8
b. Agenda Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat
Agenda Kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar
para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk
8 Ibid., 75-76.
































melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda
kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan secara umum serta
dengan istilah prioritas yang biasanya dimaksudkan pada susunan
pokok-pokok agenda pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting
dibandingkan agenda yang lain.9
Agenda kebijakan tidak lain adalah sebuah daftar permasalahan
yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk
ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang menjadi kebijakan. Apakah
kebijakan yang dibuat dapat memenuhi kepentingan semua pihak dalam
masyarakat, dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan,
kecenderungan yang berbeda akibatnya tidak semua kepentingan
tertampung dalam agenda kebijakan.
Proses penyusunan agenda kebijakan dipengaruhi oleh sistem
demokrasi yang hidup dalam masyarakat dan tingkat partisipasi rakyat
dalam proses kebijakan. Menurut Jones agenda adalah sebuah istilah
tentang pola-pola tindakan pemerintah yang spesifik sifatnya. Di sisi
lain agenda pemerintah merupakan suatu wujud keseriusan para
decision maker kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang
tengah dialami atau dirasakan.
Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu
dilakukan yakni Pertama, membangun persepsi dikalangan
9 Budi Winarno. Kebijakan Publik (Teori dan Proses). (Yogyakarta: Medpress, 2008), hlm 80
































stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai
masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat
tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain
atau elite politik bukan dianggap suatu masalah. Kedua, membuat
batasan masalah dan yang Ketiga, memobilisasi dukungan agar
masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi
dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-
kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik,
publikasi melalui media massa dan sebagainya.
c. Proses Perumusan Kebijakan
Proses perumusan kebijakan merupakan langkah selanjutnya
setelah identifikasi dan perumusan masalah. Pada taraf ini bermacam
alternatif strategi diperhitungkan dengan menggunakan kriteria-kriteria
yang berdasarkan atas nilai-nilai yang ada dalam masayarakat. Sejauh
mana suatu kebijakan berhasil dalam masyarakat sangat ditentukan oleh
perumusan kebijakan. Banyak kebijakan yang secara umum dipandang
oleh para ahli cukup baik, tetapi tidak berhasil diterapkan dalam
masyarakat, sehingga tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.
Ada dua aktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan.
Pertama, mutu dari kebijakan dilihat dari substansi kebijakan yang
dirumuskan, hal ini dapat dilihat dari substansi kebijakan yang
dirumuskan, hal ini dapat dilihat pada kebenaran mengidentifikasi
































masalah secara tepat artinya masalah yang diidentifikasi tidak hanya
sekedar benar dalam arti masuk akal, tetapi juga dapat ditangani dilihat
pada berbagai sarana dan kondisi yang ada. Kedua, ada dukungan
terhadap strategi kebijakan yang dirumuskan, tanpa dukungan yang
cukup, kebijakan tidak dapat terwujud.
Jones mengemukakan bahwa dalam menghasilkan perumusan
yang baik dan komprehentip ada beberapa hal yang perlu dicermati
sebagai berikut:
1. Jumlah dari masalah yang ditangani, apakah usulan kebijakan
mempunyai seluruh masalah dalam lingkup masalah atau
perhatiannya hanya pada contohnya semata.
2. Lingkup analisis usulan kebijakan akan melayani sema aspek
masalah atau hanya melayani aspek tertentu saja.
3. Dampak apakah usulan kebijakan diformulasikan sudah diuji
semua dampaknya, atau pengujian dibatasi pada dampak
langsung dalam lingkup isu saja.10
d. Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Publik
Rekomendasi kebijakan merupakan saran yang disampaikan
kepada yang berwenang dalam mengambil kebijakan untuk melakukan
suatu aksi kebijakan guna memecahkan atau mencapai suatu tujuan
10 Ismail Nawawi. Public Policy( Analisis,  Strategi Advokasi Teori dan Praktek), (Surabaya: Putra
Media Nusantara ITS,2009),124-125
































yang dikehendakai. Penyampaian saran atau rekomendasi kebijakan
dilakukan dengan bersahaja berdasarkan suatu kajian yang khusus.
Artinya bahwa alternatif yang dipilih untuk disarankan telah dihitung
nilai lebihnya dibandingkan dengan berbagai alternatif lain yang
mungkin dapat dilakukan. Perbandingan diantara nilai-nilai yang
diperhitungkan meliputi efisiensi, efektivitas, kepatutan, adil dan lain-
lain. William N. Dunn mengemukakan bagaimana memahami empat
macam karakteristik dari rekomendasi yakni:
1. Action Focus. Artinya titik berat dari rekomendasi terletak pada
tindakan yang disarankan. Rekomendasi tidak hanya tentang apa
yang akan terjadi pada masa depan (Prediction) dan apa yang
sebaiknya terjadi (Valuable evaluation), tetapi juga tentang aksi
yang diperlukan untuk membuat kondisi itu terjadi.
2. Future oriented atau Prospective. Rekomendasi perlu dapat
menjelaskan keadaansebelum adanya aksi dan keadaan masa
pada masa depan setelah adanya aksi.
3. Fact-value interdependence. Dalam rekomendasi terdapat saling
keterkaitan antara fakta dan nilai. Rekomendasi berkaitan
sekaligus dengan fakta dan juga dengan nilai (value).
Pertimbangan tidak hanya semata-mata tentang aksi tetapi juga
tentang penerimaan masyarakat baik berkenaan dengan cara
maupun dari hasil aksi tersebut.
































4. Value-duality. Artinya banyak aspek pada umumnya mempunyai
nilai kembar, yakni nilai interistik berupa nilai akhir yang menjadi
tujuan dari kebijakan , dan nilai ekstrinsik, yaitu sebagai sasaran
antara atau sebagai jalan untuk mencapai tujuan atau sasaran.
Nilainya bergantung pada kemanfaatnya.
Dalam menyampaikan rekomendasi harus dilakukan dengan teliti
dan tepat. Ketelitian dan ketepatan  tersebut berhubungan dengan
subjek yang direkomendasikan, masalah yang ingin dipecahkan atau
tujuan yang ingin dicapai, asumsi yang digunakan, strategi dan
pendekatan yang dipakai, serta kepada siapa saran atau rekomendasi itu
akan ditujukan.11
e. Pelaksanaan Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting
dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah
merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan
bermasyarakat. Implementasi berkaitan dengan identifikasi
permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah-
langkah awal dan monitoring, serta evaluasi sebagai langkah-langkah
akhir dalam rangkaian langkah-langkah kebijakan.
Berhasil tidaknya implementasi sangat ditentukan oleh langkah
tersebut, sehingga pembahasan tentang langkah implementasi tidak
11 Said Zainal Abidin. Kebijakan Publik. (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), hlm 129-130
































banyak berbeda dengan pembahasan fungsi aksi tersebut.12 Setelah
kebijakan publik telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah
melaksanakan kebijakan tersebut.13
f. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi Kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau
melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja
dalam melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan. Dalam melakukan
evaluasi hasil agar dikaitkan dengan sumber daya yang berada dibawah
kewenangannya seperti sumberdaya manusia, dana/keuangan, sarana
prasarana, metoda kerja dan hal-hal yang berkaitan. langkah terakhir
dalam proses suatu kebijakan. Pentingnya evaluasi awal dalam proses
kebijakan pada umunya dirasakan karena setelah rumusan draf
kebijakan dibuat atau disetujui masih dirasa perlu untuk melakukan
sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat.
Kemudian evaluasi akhir diperlukan untuk mengidentifikasi
berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, baik yang
berasal dari kelemahan strategi, kebijakan sendiri, maupun karena
kelemahan dalam implementasi.14 Evaluasi kebijakan publik dilakukan
untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk
12 Ibid., 145.
13 Hanif Nurcholis. Teori & Praktik Pemerintahan& Otonomi Daerah. (Jakarta: Grasindo :2005),
268
14 Ismail Nawawi. Public Policy ( Analisis,  Strategi Advokasi Teori dan Praktek). (Surabaya:
Putra Media Nusantara ITS,2009), hlm 155
































mempertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
5. Kebijakan Inovatif
Pengertian Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang
belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya
berisi terobosan-trobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang
inovator (prang yang mebuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh
inovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana.15
Pengertian Inovasi menurut para ahli:
1. Kuniyoshi Urabe
Menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi merupakan setiap kegiatan yang
tidak bisa dihasilkan dengan satu kali pukul, melainkan suatu proses
yang panjang dan kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan
keputusan, mulai dari penemuan gagasan hingga ke implementasian
nya di pasar.
2. Van de Ven, Andrew H.
Menurut Van de Ven, Andrew H., pengertian inovasi adalah
pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang
dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas
transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu.
15 Mohamad Arifin, Kebijakan Inovasi di Daerah dalam Tatanan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2002. (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2002)  hlm 43
































3. Everett M. Rogers
Menurut Everett M. Rogers, inovasi merupakan sebuah ide, gagasan,
ojek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang
baru oleh seseorang atau pun kelompok tertentu untuk diaplikasikan
atau pun diadopsi.
4. UU No. 19 Tahun 2002
Menurut UU No. 19 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan
penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan
dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan
konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam
produk atau pun proses produksinya.
Ciri-ciri Kebijakan Inovatif
Sebuah ide, gagasan, atau pun teori hanya bisa digolongkan ke dalam
sebuah inovasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut :16
1. Khas
Ciri utama dari sebuah inovasi adalah khas. Inovasi harus memiliki ciri
khas sendiri yang tidak dimiliki atau pun ada pada ide atau pun gagasan
yang sudah ada sebelumnya. Tanpa ciri khas yang spesifik, sebuah ide
atau pun gagasan tidak dapat digolongkan menjadi sebuah inovasi baru.
2. Baru
16 https://www.kata.co.id/Pengertian/Inovasi/1007, di akses pada Sabtu, 8 Januari 2108
































Ciri ke dua dari sebuah inovasi adalah baru. Setiap inovasi harus lah
merupakan ide atau pun gagasan baru yang memang belum pernah
diungkapkan atau pun dipublikasikan sebelumnya.
3. Terencana
Ciri ketiga dari sebuah inovasi adalah terencana. Sebuah inovasi biasa
nya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-
objek tertentu. Dengan kata lain, setiap inovasi yang ditemukan pada
dasar nya merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal.
4. Memiliki Tujuan
Ciri terakhir yang harus ada pada inovasi adalah memiliki tujuan.
Seperti yang telah dijelaskan di poin yang sebelumnya, inovasi
merupakan aktivitas terencana untuk mengembangkan objek-objek
tertentu (tujuannya adalah mengembangkan objek – objek tertentu).
B. Konsep Pelayanan Publik
Secara etimologi pelayanan publik terdiri dari dua kata, yaitu pelayan dan
publik. Pelayanan adalah kegitan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan
oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia
jasa dalam memenuhi harapan pengguna. Sedangkan publik adalah sejumlah
manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan
tindakan yang baik dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma
yang mereka miliki.
































Sedangkan aspek terminologi pelayanan publik adalah segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan/daerah dalam
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik yakni kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan ialah semua instansi penyelenggara
negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang
untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas harus ada unsur-
unsur pelayanan publik yang terpenuhi sehingga aktifitas tersebut dapat dikatakan
sebagai aktifitas pelayanan publik  antara lain;
1. Sistem, prosedur dan metode, artinya dalam pelayanan publik harus ada
sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam
memberikan pelayanan.
2. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur maksudnya adalah
bahwa dalam pelayanan publik aparatur pemerintah sebagai personil
pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik saran dan
































nasehat dari pelanggan atau masyarakat.
3. Sarana dan prasarana, artinya dalam pelayanan publik diperlukan peralatan,
ruang kerja dan fasilitas pelayanan publik.
4. Masyarakat sebagai pelanggan dalam pelayanan publik masyarakat sebagai
pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.
Menurut MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelayanan
Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
1. Transparansi, artinya pelayanan publik bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai
serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, artinya pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, artinya pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh
pada prinsip efisien dan efektifitas.
4. Partisipatif, artinya pelayanan publik harus dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak, artinya pelayanan publik tidak diskriminatif, yakni tidak
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender,dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak kewajiban, artinya pemberi dan penerima pelayanan
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk
































mencapai tujuan tersebut, penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan yang dilaksanakan.17
17 Abdul Chalik, Muttaqin Habibullah. Pelayanan Publik Tingkat Desa. (Yogyakarta:
Interpena,2015), hlm 15-19


































A. DESKRIPSI UMUM SUBJEK PENELITIAN
Kecamatan Trenggalek merupakan salah satu Kecamatan yang berada di
Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, tepatnya dibagian tengah Kabupaten
Trenggalek. Secara geografis terletak diantara 111’28- 112’6 BT dan 7’56-8’31 LS.
Kecamatan Trenggalek berada di ketinggian 101-120 meter dari prmukaan laut.
Batas-batas daerahnya meliputi:
 Utara : Kec. Bendungan
 Timur : Kec. Pogalan
 Selatan : Kec. Gandusari
 Barat : Kec. Karangan
Sumber: wikipedia
















































Tabel diatas adalah nama-nama Kelurahan atau Desa yang ada di Kecamatan
Trenggalek. Namun yang menjadi objek penelitian ini hanya 2 Desa yaitu Desa
Ngantru dan Desa Tamanan. Karena 2 Desa tersebut terdapat warga penerima kartu
ATM Beras di Kecamatan Trenggalek.
Kecamatan trenggalek memiliki luas 4.293 Ha. Terdiri dari 1.007 Ha tanah
sawah, 1.954 Ha lahan kering, 1.162 Ha lahan lainnya. Berdasarkan jenis tanahnya
bagian utara, timur, selatan maupun bagian barat termasuk jenis tanah mediteran.1
1 Trenggalekkab.go.id
































Iklim yang dimiliki Kecamatan Trenggalek adalah tropis, sehingga meliputi
musim kemarau dan musim penghujan. Namun, saat ini musim penghujan tidak
dapat diprediksi. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2013 periode bukan
januari-desember mrnunjukkan terjadinya ketidakstabilan dari rata-rata curah
hujan.
Penduduk sebagai salah satu sumberdaya pembangunan memegang peranan
penting dalam pembangunan, yaitu sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari
pembangunan. Jumlah penduduk kecamatan trenggalek pada tahun 2013 sebanyak
59.413 jiwa, yang terdiri dari 28.761 penduduk laki-laki dan 30.652 penduduk
perempuan. Kepadatan penduduknya ada 1.051 jiwa/Km2.
Kewarganegaraan dari penduduk kecamatan trenggalek hanya terdiri dari
warga negara indonesia (WNI), penduduk usia sekolah yaitu antara usia 7-15 tahun.
Di kecamatan trenggalek digolongakn penduduk yang bersekolah dan penduduk
yang tidak bersekolah. Ditinjau dari jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki
yang bersekolah sebanyak 4.273 jiwandan penduduk perempuan yang bersekolah
sebanyak 4.038 jiwa. Sedangkan penduduk yang tidak bersekolah , jumlah
penduduk laki-laki 127 jiwa dan penduduk perempuan 81 jiwa.
Pendidikan merupakan usaha untuk menggali ilmu yang dilakukan secara
sadar, sehinggaa menciptakan peserta peserta didik yang dapat mengembangkan
potensi yang dimiliki. Di kecamatan trenggalek terdapat 39 Taman Kanak-kanak
(TK), 43 Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), 12 SMP (Sekolah
Mengengah Pertama) dan 11 SMA (Sekolah Menengah Atas).

































Banyaknya Sekolah, Ruang Belajar, Murid dan Guru SD/MI
No. Status Sekolah Ruang
Belajar
Murid Guru
1. Negeri 33 258 4.839 347
2. Swasta 9 85 1.689 138
Jumlah 42 343 6.582 485
Sumber: Profil Desa
Tabel 3.3
Banyaknya sekolah tingkat lanjutan menurut status
No. Status SMP SLTA
umum Kejuruan
1. Negeri 7 3 2
2. Swasta 5 1 5
Jumlah 12 4 7
Sumber: Profil Desa
1. Desa Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek
a. Geografi dan Demografi Desa Ngantru
Desa Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek
merupakan bagian dari masyarakat suku Jawa. Desa Ngantru terletak di
timur Alun-alun Trenggalek. Kenampakan alamnya didominasi oleh
perkebunan dan persawahan rakyat. Konstur geografis pegunungan yang
berbentuk rigi-rigi gunung, menghasilkan struktur pemukiman yang
































menjulur mengikuti arah jalan  dengan tujuan mendekati media
transportasi.
Desa Ngantru berbatasan dengan wilayah sebelah Utara Desa
Ngares, sebelah selatan Kelurahan Kelutan, sebelah Timur Kelurahan
Sumbergedong, sebelah Barat Kelurahan Tamanan. Jumlah penduduk
Desa Ngantru 5.703 Jiwa. Yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.634 dan
3.069 penduduk perempuan.
b. Kondisi Sosial dan Ekonomi
Desa Ngantru merupakan daerah lingkup suku Jawa, begitu dengan
keadaan struktur sosial masyarakatnya terpengaruh oleh hasil
kebudayaan. Mulai tata cara kehidupan, norma-norma dan nilai tradisi
masih melestarikan kebudayaan Jawa. Kondisi masyarakat tersebut dapat
dilihat dari tata cara kehidupan sehari-harinya dalam bermasyarakat.
Hubungan sosial di desa tersebut masih mencermin simbol-simbol
budaya seperti rasa kegotong-royongan yang kuat dan juga sifat
masyarakat yang ramah tamah dalam berinteraksi.
Masyarakat Desa Ngantru mayoritas bekerja sebagai petani.
Kondisi lahan pegunungan yang tanahnya subur menjadikan wilayah ini
sangat potensial untuk dijadikan usaha agrobisnis. Hasil bumi Desa
Ngantru beragam, mulai dari padi dan jagung. Tanaman padi dan jagung
tersebut merupakan komoditas unggulan yang mempunyai daya jual tinggi

































Dengan adanya perkembangan persawahan petani tersebut telah
meningkatkan perekonomian petani. Dahulu masyarakat hanya
mengandalkan tanaman ketela yang masa panenmya dua kali dalam
setahun. Namun dari sisi harga tidak sesuai dengan jumlah biaya
penanaman dan perawatan yang dikeluarkan. Dari kenyataan tersebut
petani cenderung memperoleh hasil yang tidak begitu memuaskan dari
penjualan hasil bumi. Sehari-harinya petani sebagian mengandalkan
tanaman panen satu tahunan dan cenderung menganggur karena tidak ada
pekerjaan.
2. Desa Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek
a. Geografi dan Demografi Desa Tamanan
Desa Tamanan berbatasan dengan wilayah sebelah Utara Desa
Ngantru, sebelah selatan Kecamatan Tugu, sebelah Timur Desa
Surodakan, sebelah Barat Desa Parakan. Penduduk Desa Tamanan
berjumlah 5.501 Jiwa. Yang terdiri dari 2.491 penduduk laki-laki dan
3.031 penduduk perempuan.
b. Kondisi Sosial dan Ekonomi
Kondisi Sosial dan ekonomi di Desa Tamanan tidak jauh berbeda
dengan Desa Ngantru. Masyarakat di Desa Tamanan Mayoritas bekerja
sebagai petani/buruh tani.
































Agama di Kecamatan Trenggalek tidak terjadi suatu keberagaman.
Dimana seluruh penduduknya beragama Islam. Islam yang diyakini oleh
masyarakat setempat adalah Islam yang berbasis budaya tradisional.
Dimana ibadah merupakan suatu keyakinan individualitas yang tidak
dapat dipaksakan. Masyarakatnya melaksanakan syariat agama, namun
tidak setekun kaum santri. Faktor ekonomi juga mendasari adanya
keterbelengguan masyarakat terlalu fokus dalam kesibukan diri,
sehingga sedikit mengabaikan tuntunan agama. Hal ini karena begitu
sulitnya roda perekonomian desa di areal pegunungan. Dari segi fasilitas
ibadah, sudah sangat memadai. Dimana dalam dusun terdapat masjid dan
mushola di setiap lingkungan pemukiman.
Tabel 3.5








































Dari data diatas memperlihatkan adanya faslitas beribadah yang
sangat memadai. Dimana dalam kondisi masyarakat pegunungan yang
letak pemukimannya berjauhan mengikuti rigi-rigi gunung. Telah tersedia
mushola disetiap lingkungan Rt disemua dusun. Namun keadaan demikian
tidak dibarengi dengan keaktifan ibadah masyarakatnya yang cenderung
masih belum seenuhnya melaksanakan ibadah utamanya Sholat. Ini
memperlihatkan bahwasannya sisi keagamaan masih kurang bisa
mendapatkan ruang di dalam kebudayaan masyarakat. Kegandrungan
masyarakat dengan kebudayaan masig lebih dominan menjadi konstruksi
kehidupan sosial masyarakat. Adapun kegiatan keagamaan yang rutin
dilaksanakan adalah Tahlilan Rutin malam jumat di setiap RT, dan acara
Muludan serta Rejeban.
Tahlilan rutin ini dilaksanakan setiap malam jumat, dengan tujuan
untuk memupuk rasa kerukunan dengan melakukan perkumpulan.
Perkumpulan disini diawali dengan membaca Tahlilan dan Surat Yasin.
Untuk menutup biaya konsumsi biasanya masyarakat setiap rumah
dikenakan biaya lima ribu rupiah setiap jumat. Hal ini agar acara
keagamaan tidak memberatkan penduduk dan juga mampu memberikan
antusias terhadap keaktifan masyarakat.
B. TENTANG POLISI PEDULI SESAMA (P2S)
































Kabupaten Trenggalek, merupakan sebuah daerah di pesisir selatan pulau
jawa dengan kharakteristik masyarakat yang khas matraman. Situasi dan kondisi
kamtibmas dengan 827.873 penduduk ini cenderung kondusif, kriminalitas yang
sering terjadi lebih banyak bersifat konvensinal.
Sejak awal menjabat sebagai Kapolres Trenggalek AKBP Adityawarman,
S.I,K., M.Si menilai bahwa di Kabupaten Trenggalek masih banyak permasalahan
yang harus dibenahi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih
terbilang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai komentar dan keluh kesah
masyarakat. Sementara pada aspekinternal, kepekaan dan kepedulian anggota
terhadap lingkungan sekitar juga rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah
kondisi trenggalek yang relatif tenang sehingga anggota bekerja hanya berdasarkan
apa yang diperintahkan oleh pimpinan.2
Konsep pengayom dan pelindung masyarakat haruslah diwujudkan secara
nyata. Oleh sebab itu diperlukan sebuah inovasi yang bersifat internal namun
dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas dan munculah gagasan
membuat program bernama “Polisi Peduli Sesama” atau disingkat P2S. Adapun
kegiatn P2S tidak hanya semata-matamemberikan santunan ataupun bantuan materi
kepada kaum marginal, tapi lebih kepada usaha personil polri memberikan bantuan
sekecil apapun kepada warga yang membutuhkan. Sebagai contoh; membantu
menyebrangkan anak sekolah, melayat warga yang meninggal dunia, membantu
2 Suyono, Kasatbinmas Polres Trenggalek. Wawancara, 21 September 2017
































mendorong mobil mogok dijalan, mengantarkan orang yang tersesat, menyantuni
yatim piatu hingga bedah rumah yang membutuhkan materi lebih banyak.
Intinya, program P2S ini adalah bagaimana seorang anggota Polri memiliki
kepekaan tinggi, penuh keikhlasan dan sukarela membantu sesama tanpa harus
menunggu perintah.
C. TENTANG ATM BERAS
Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya mereformasi
Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik
Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta
untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran Bantuan Pangan secara Non
Tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah
terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk
memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran Bantuan Pangan secara
Non Tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung
perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan
akumulasi aset melalui kesempatan menabung.3
Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan
memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi
penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.
3 Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta 2017
































Untuk mewujudkan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang sejalan dengan
tujuannya, maka disusun Pedoman Pelaksanaan yang menguraikan bisnis proses
dan tahapan pelaksanaan program, yang terdiri dari: 1) Koordinasi Persiapan
Pelaksanaan; 2) Sosialisasi dan Edukasi; 3) Pendaftaran; 4) Penyaluran dan
Pemanfaatan Bantuan; serta 5) Pengendalian dan Pengaduan. Pedoman
pelaksanaan ini juga digunakan sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu
teknis oleh pelaksana program, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah.
Hadirnya ATM Beras di Polres Trenggalek merupakan wujud nyata dan
manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat khususnya yang tidak mampu.
Ditengah kesulitan masyarakat mendapatkan beras berkualitas serta barang
kebutuhan yang semakin melambung, keberadaan ATM beras tentu sangan
membantu. Selain diberikan gratis, permasalahan masyarakat yang harus antri
Raskin di masing-masing desa bisa teratasi pula.4
1. Fungsi dan cara kerja ATM Beras
Mesin ATM Beras ini merupakan produk dari Itebe Delapan Puluh
Jakarta, berbentuk kotak memanjang vertikal dan menggunakan tenaga listrik
sebagai daya. Terdapat 3 panel utama yakni panel kartu ATM, penmpung
beras dengan kapasitas 250 kg dan panel tempat beras keluar. Seluruh
kerangka terbuat dari besi berkualitas sehingga tidak akan merusak beras
4 ATM Beras Polres Trenggalek, Sebuah Implementasi Polisi Peduli Sesama. Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Trenggalek.
































meskipun disimpan cukup lama. Saat ini Polres Trenggalek baru memiliki 1
(satu) buah mesin ATM Beras yang dipasang di depan gedung Mapolres.
Sama seperti mesin ATM pada umumnya, ATM beras juga
menggunakan kartu ATM sebagai media mengambil beras. Besarn yang
diampil dapat diatur melalui aplikasi yang ditanam di komputer maupun
smartphone. Masyarakat cukup datang ke lokasi ATM beras yang ditunjuk
dengan membawa kartu ATM. Selanjutnya tinggal menempelkan pada panel
kartu yang berada di depan ATM. Dibagian bawah mesin ATM terdapat
sebuah lubang yang digunakan sebagai tempat menampung beras yang
keluar.
2. Mekanisme5
a. Pihak yang berhak menerima kartu ATM Beras
Mesin ATM beras ini bukan diperuntukkan bagi anggota polri.
Masyarakat yang berhak mendapat kartu ATM beras adalah orang yang
benar-benar miskin secara ekonomi dan kesulitan untuk mencukupi
kebutuhan sehari-harinya. Dalam menetapkan indikator tingkat
kemiskinan akan bekerjasama dengan Pemkab Trenggalek agar tepat
sasaran dan memastikan beras yang diperoleh tidak disalahgunakan
atau dijual kembali.
5 Ibid.,
































Selain itu dapat pula memanfaatkan keberadaan
Bhabinkamtibmas yang tersebar di 157 desa untuk memilih dan
memilah secara prioritas warga di desa binaannya yang berhak
memperoleh kartu ATM Beras. Apabila dikemudian hari ditemukan
warga yang  yang berhak atau menyalahgunakan dan memindahkan,
maka Polres Trengglek selaku penyelenggara dapat mencabut kartu
ATM yang telah diberikan.
b. Sumber pengisian beras
Setelah dilakukan pemetaan warga yang berhak mendapatkan
kartu ATM serta besaran beras yang dibutuhkan, proses selanjutnya
adalah pengisian beras dimesin ATM. Polres Trenggalek dapat
bekerjasama dengan ke tiga diantaranya:
1) Pemkab trenggalek melaui Dinas Kesra.
2) Program kerjasama CSR dengan pelaku usaha yang ada di
trenggalek.
3) Para donatur dan sukarela.
4) Iuran anggota melaui program kamis beramal.
Bagi para donatur tersebut diatas ada beberapa persyaratan yang
harus terpenuhi sebelum diterima, antara lain:
































1. Harus jelas sumber pendapatan dan dari mana asal usul
sumbangan.
2. Beras harus berkualitas bagus sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
3. Melengkapi formulir yang telah disediakan, disertai dengan
dokumen identitas diri.
4. Diberikan kwitansi atau tanda terima barang.
5. Bukan berasal dari pihak yang berperkara atau dalam keadaan
bersinggungan dengan pihak Polres Trenggalek.
c. Proses Pengambilan Beras
1. Warga yang telah memperoleh kartu ATM Beras cukup
mendatangi Polres Trenggalek atau kantor polisi terdekat.
2. Menununjukkan kartu ATM dan identitas diri.
3. Bagi warga yang karena suatu sebab tidak bisa mengambil, bisa
diwakilkan pihak keluarga dengan syarat menunjukkan identitas
diri yang bersangkutan dan di catat dalam register.
4. Kartu ATM berlaku untuk satu kali pengambilan sebesar 5-10 kg
beras/orang.
































3. Manfaat ATM Beras6
a. Lebih Efisien
Selama program Polisi Peduli Sesama dirancangkan Kapolres
Trenggalek sejak awal menjabat bulan Desember 2016 yang lalu, para
Bhabinkatibmas jajaran banyak yang memberikan sembako kepada
masyarakat yang kurang mampu secara manual. Artinya
Bhabinkatibmas mendatangi dan menyerahkan secara lansgung kepada
warga yang dirasa membutuhkan. Seringkali yang diberikan lebih dari
satu orang sehingga efisiensinya kurang. Belum lagi karena keadaan
geografis wilayah Trenggalek yang bergunung dan berbukit. Dengan
ATM Beras ini, Bhabinkatibmas tetap mendatangi warga, namun cukup
menyerahkan kartu ATM kepada warga miskin.
b. Tidak Perlu Mengantri
ATM Beras yang disediakan akan buka selama 24 jam penuh.
Masyarakat bisa mengambil beras kapan saja tanpa dibatasi waktu
sehingga akan terhindar dari anrtian berjam-jam seperti halnya
mengambil Raskin.
c. Meningkatkan Kedekatan Polri Dengan Masyarakat
6 Ibid.,
































Sebagaimana tujuan awal dari program Polisi Pedulis Sesama
(P2S) yakni mendekatkan Polri dengan masyarakat. Dengan bantuan
yang diberikan melalui ATM Beras akan terbangun emosional warga
dengan Polri. Kedekatan emosional ini akan sangat membantu Polri
dalam menciptakan dan memelihara Kamtibmas yang Kondusif.
Demikian pula simpati warga secara komunal akan semakin meningkat.
d. Meningkatkan Citra Polri dan Kepercayaan Publik
Keberadaan ATM Beras yang secara khusus diperuntukkan bagi
warga yang tidak mampu, secara otomatis akan terbentuk opini positif
bahwa kehadiran Polri benar-benar membawa manfaat ditengah
masyarakat.
e. Media Komunikasi dan Menggali Informasi
Saat warga yang berhak mengambil beras melalui Atm Beras, dapat
dimanfaatkan berinteraksi secara langsung sekaligus menggali
informasi Kamtibmas dimana warga bertempat tinggal. Lebih jauh,
warga juga bisa dimanfaatkan sebagai support agent yang akan dengan
sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan karena merasa
behutang budi dan terikat dengan bantuan beras yang diterimanya.
f. Menumbuhkan Kepedulian dan Kepekaan Anggota
































Dengan melihat secara langsung begitu banyak warga miskin yang
mengambil beras, akan merubah mindset anggota Polisi menjadi lebih
bersyukur. Disisi yang lain, anggota juga terlatih bersedekah dengan
menyisihkan sedikit penghasilannya untuk disumbangkan sukarela dan
ikhlas mengisi ATM Beras.
g. Mendorong Lembaga, Instansi Maupun Pihak Swasta Untuk
Melakukan Hal Yang Sama
Keberhasilan Polres Trenggalek membantu masyarakat miskin
akan menginspirasi Instansi dan lembaga lainnya unruk melakukan hal
serupa. Semakin banyak mesin ATM Beras akan semakin memudahkan
masyarakat mengambil beras dimana saja dan kapan saja. Bahkan
apabila memungkinkan bisa ditempatkan pada lokasi publik yang
mudah di jangkau.

































PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Motif Polres membuat inovasi kebijakan Polisi Peduli Sesama (P2S) di
Kabupaten Trenggalek.
Munculnya inovasi ATM Beras untuk warga miskin di Kabupaten
Trenggalek tidak lepas dari keinginan Polisi Resosrt Trenggalek yang terkumpul
dalam organisasi P2S (Polisi Peduli Sesama untuk membantu warga miskin di
Kabupaten Trenggalek, dan melakukan pembaharuan  ide-ide dalam rangka
meningkatkan pelayanan masyarakat pada bidang kesejahteraan sosial di
Kabupaten Trenggalek.
Salah satunya yakni inovasi terbaru Polres Trenggalek berupa ATM Beras hal
ini tidak lepas dari evaluasi inovasi sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak Suyono selaku Kepala Kasatbinmas Polres Trenggalek, menjelaskan
bagaimana latar belakang inovasi ATM Beras:1
“Angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek masih cukup tinggi, sehingga muncul
masalah Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) terutama kriminalitas
yang sering terjadi di masyarakat Kabupaten Trenggalek. Letak geografis Kabupaten
Trenggalek ini dekat dengan pesisir selatan laut jawa dengan luas tanah persawahan
yang tidak seimbang, dan ditambah minimnya lapangan perkerjaan menjadi salah
satu faktor meningkatnya Kamtibnas.”
Dari ungkapan bapak Suyono dapat dijelaskan bahwa inovasi ATM Beras
ini bertujuan untuk mengurangi angka Kamtibmas yang terbilang cukup tinggi di
1 Suyono, Kasatbinmas Polres Trenggalek, Wawancara. Trenggalek 21 September 2017
































Kabupaten Trenggalek. Perkembangan penduduk yang semakin meningkat tidak
seimbang dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga banyak pengangguran
yang merajalela. Pengangguran semakin banyak tetapi kebutuhan harus terpenuhi
sehingga muncullah kejahatan di tengah-tengah masyarakat.
Hasil wawancara dengan Suyono diatas sesuai dengan Teori Kebijakan
Publik menurut James Anderson. Proses kebijakan publik, yaitu pada tahap
identifikasi  dan perumusan masalah. Karena dengan dilakukannya perumusan
masalah dapat membantu asumsi-asumsi yang tersembunyi, diagnosis penyebab,
memetakan tujuan dan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan
merancang peluang inovasi kebijakan baru.2
Peneliti menemukan data bahwasanya mendapatakan pelayanan atas
pemberian bantuan yang lebih baik adalah keinginan masyarakat pada bidang sosial
kemanusiaan. Terwujudnya ketertiban, kelancaran dan keadilan dalam pemberian
bantuan merupakan harapan dari masyarakat Kabupaten Trenggalek.
Munculnya ATM Beras sesuai dengan Teori Kebijakan Inovatif, dimana ATM
Beras merupakan gagasan baru yang belum pernah ada sebelumya. Karena Inovasi
ATM Beras Polres Trenggalek merupakan trobosan baru yang memiliki ciri khas
tersendiri. Pada umumnya kebijakan yang bergerak dalam bidang sosial,
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berasal dari Kebijakan Pemerintah.
Tetapi di Kabupaten Trenggalek yang membuat Inovasi Kebijakan adalah Instansi
2 Ismail Nawawi. Public Policy ( Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek),
(Surabaya: Putra Media Nusantara ITS,2009),63.

































Dalam hal itu kriminalitas yang dimaksud oleh Bapak Suyono merupakan
segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan
psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta
norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah
segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma
sosial, sehingga masyarakat menentangnya.3
Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan
suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat
korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari
masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan
reaksi non-formal. Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian
kriminalitas, secara sosiologis mempunyai dua unsur-unsur yaitu: 1) Kejahatan itu
ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis.
2) Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, di mana orang-orang
itu berhak melahirkan celaan.
Pengangguran adalah  angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan kerja,
atau sedang mencari pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal. Pengangguran
jumlah angkatan kerja yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan
jumlah kesempatan kerja akan menimbulkan tindakan kriminalitas.4
3 Azhar, Fadilla. 2011. Kriminalitas Sosiolog. (Online) http:fadilla-azhar.blogspot.com-
kriminalitas-sosiolog. Diakses 08 Desember 2017.
4 Adji, Wahyu, Suwerli & Suratno. Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI. Erlangga, Jakarta:2007.
































Atau dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran bila
memenuhi salah satu kategori dibawah ini:5
1) Sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan
2) Sedang mempersiapkan suatu usaha baru
3) Tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan
4) Sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum bekerja
Dalam hal ini pengangguran menjadi hal yang turut serta mendasari
dilaksanakannya program ATM beras. Berbanding lurus dengan pernyataan Bripka
Suci Barokah selaku Anggota Polisi Peduli Sesama (P2S):6
“Tujuan utama adanya ATM Beras adalah untuk membantu antar sesama, terutama
kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan (miskin). Sasaran kami sudah
jelas kepada warga yang lanjut usia dan kaum dhuafa. Dan tujuan lainnya adalah
untuk membangun kedekatan antara polisi dengan warganya”
Seperti yang di kemukakan oleh Bripka Suci Barokah diatas, bahwasannya
adanya sebuah program tentunya mempunyai tujuan dan harapan didalamnya. Di
Trenggalek ini Polres Trenggalek berupaya untuk membantu warganya terutama
warga yang miskin, supaya bisa membangun kedekatan antara Polisi dengan
masyarakat. Apabila di Trenggalek atau lingkungan sekitar mereka terjadi tindak
kriminal dan sejenisnya, masyarakat tidak sungkan untuk melapor kepada Polisi
Resort Trenggalek.
Hlm  43
5 Ritonga, M.T & Yoga Firdaus. Ekonomi untuk SMA Kelas XI. Phibeta Aneka Gama:2007
6 Suci Barokah, Bhabinkamtibmas, Wawancara. Trenggalek  20 Desember 2017
































Dari hasil paparan diatas, tujuan adanya ATM Beras adalah untuk membantu
antar sesama, terutama kepada warga miskin. Hal itu, sesuai dengan Teori
Kebijakan James Anderson yang menyatakan bahwa setiap kebijakan yang dibuat
harus memiliki tujuan yang tepat. Sehingga dapat berorientasi pada tujuan yang
indin dicapai.
Miskin disini tidak bersifat menyeluruh dan dalam hal ini dia membedakan
ukuran antara warga miskin pedesaan dengan menetapkan cakupan tingkat
konsumsi makanan pokok pada masing-masing daerah, misalnya dari angka
pendapatan atau pengeluaran yang setara dengan 240 kg beras untuk daerah
pedesaan dan 480 kg beras untuk daerah perkotaan.7
Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau hanya memiliki kurang
dari separuh kebutuhan diri dan tanggungannya, sedangkan orang miskin adalah
mereka yang memiliki separuh kebutuhannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.8
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk
ememnuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memeahami
isttilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari
7 M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
hlm 439
8 Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
Hlm 115
































segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah
yang telah mapan.9
Dalam hal ini pihak Polres Trenggalek tidak ingin melangkahi wewenang
Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mensejahterakan masyarakat miskin.
Bahkan pihak Polres sudah berkoordinasi denan pihak pemerintah Kabupaten
Trenggalek. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Suyono:10
“Jadi, kami tidak melangkahi pemerintah kabupaten. Kami sudah berkoordinasi
dengan Pemkab Trenggalek. Alhamdulillah pihak Pembkab mendukung program
ATM beras kami. Dan harapan untuk kedepannya akan berjalan baik dan dapat di
tiru oleh polres-polres di Kabupaten lain”
Sehingga dapat di simpulkan motiv yang mendasari di adakannya program
ATM beras, berawal dari tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga berakibat
pada banyaknya kemiskinan dan kriminalitas yang tinggi pula. Program ini berasal
dari gagasan Polres Trenggalek demi mencapai kemaslahatan umat
B. Realisasi Inovasi Kebijakan P2S dalam menjalankan program ATM Beras di
Kabupaten Trenggalek.
Progam inovasi kebijakan ATM beras di Kabupaten Trenggalek dilaksanakan
sejak Bulan Januari 2017. Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yakni pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat dan di wujudkan dengan terciptanya ATM Beras
untuk warga miskin di Kabupaten Trenggalek. Dalam pengaplikasian ATM Beras
berjalan di dua Desa, yaitu di Desa Ngantru dan Desa Tamanan Kecamatan
Trenggalek. ATM beras pertamakali di aplikasikan di masyarakat miskin Desa
9 Ibid, hlm 120
10 Suyono, Kasatbinmas Polres Trenggalek, wawancara. Trenggalek 21 September 2017
































Ngantru, karena di desa tersebut masih banyak warga yang miskin.
Miskin disini tidak bersifat menyeluruh dan dalam hal ini dia membedakan
ukuran antara warga miskin pedesaan dengan menetapkan cakupan tingkat
konsumsi makanan pokok pada masing-masing daerah.11 Standart warga miskin
yang ditetapkan oleh Polres tetap mengikuti Standart dari Pemerintah Kabupaten
Trenggalek. Hal tersebut menunjuukan bahwa adanya koordinasi antara Polres
dengan Pemkab Trenggalek berjalan baik.
Tabel 4.1
Standar Masyarakat Miskin Yang Berhak Mendapatkan Bantuan
Kartu ATM Beras Polres Trenggalek
No. Variasi Kemiskinan Karakteristik Kemiskinan
1. Luas lantai dan bangunan tempat
tinggal
Kurang dari 8 m2 per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat
tinggal
Tanah, bambu, kayu murahan
3. Jenis dinding bangunan tempat
tinggal
Bambu, rumbai, kayu kualitas rendah,
tembok tanpa plester
4. Fasilitas tempat buang air besar Tidak ada, menumpang orang lain
5. Sumber penerangan rumah tangga Bukan listrik
6. Sumber air minum Sumur, mata air tidak terlindungi,
sungai, air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak Kayu bakar, arang, minyak tanah
8. Konsumsi daging ayam, susu, per-
minggu
Satu kali atau dua kali dalam
seminggu
9. Pembelian pakaian baru setiap
anggota rumah rumah tangga
setiap tahun
Tidak pernah membeli, satu stel
10. Frekuensi makan dalam satu hari Satu kali, dua kali sehari
11. Kemampuan membayar untuk
berobat ke puskesmas atau dokter
Tidak mampu membayar
12. Lapangan pekerjaan utama kepala Petani dengan luas lahan kurang dari
11 M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
hlm 439
































rumah tangga 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh
bangunan, pekerjaan lainnya dengan
pendapatan rumah tangga dibawah Rp
600.000 per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah
tangga
Tidak sekolah, tidak tamat SD,atau
taman SD saja
14. Pemilikan aset, harta bergerak
maupun tidak bergerak
Tidak punya tabungan, barang yang
mudah dijual dengan nilai minimal
Rp. 500.000 seperti sepeda motor
(kredit maupun bukan kredit), emas,
perhiasan, perahu motor, dan barang
modal lainnya.
Tabel diatas adalah standarisasi masyarakat miskin yang berhak menerima
bantuan kartu ATM Beras. Standar yang dipakai berpacu kepada ketentuan Pemkab
Trenggalek. Tetapi di Kecamatan Trenggalek ini yang mensurvei kembali adalah
Bhabinkamtibmas tiap desa dan dibantu oleh Pemerintah Desa. Berikut pernyataan
Bripka Suci Barokah selaku Bhabinkatibmas Desa Ngantru:12
”Saya sebagai Bhabinkamtibmas yang bertugas di setiap desa, kebetulan saya
bertugas di Desa Ngantru. Jadi saya dan pemerintah Desa terjun ke masyarakat
langsung serta mensurvei warga miskin yang menjadi target penerima bantuan ATM
beras terutama warga yang sudah lanjut usia dan kaum dhuhafa”
Pernyataan Bripka Suci Barokah sesuai dengan Pernyataan Bapak Suwono
selaku Kepala Desa Ngantru:13
“Pak polisi juga berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk mensurvei dan
memilih warga yang berhak mendapat kartu ATM beras”
Menurut Bapak Suyono selaku Kasatbimnas Polres Trenggalek, beliau
menjelaskan berapa banyak warga miskin yang menerima bantuan ATM Beras
12 Suci Barokah, Bhabinkamtibmas, wawancara. Trenggalek 20 Desember 2017
13 Suwono, Warga Penerima ATM Beras Desa Ngantru, wawancara. 3 Januari 2018

































“Saat ini terdata 50 warga miskin yang sudah menerima ATM Beras. Dalam kurun
waktu 10 bulan dari Januari sampai November 2017 sudah berjalan di 2 Desa di
Kecamatan Trenggalek yaitu Desa Ngantru dan Desa Tamanan”
Dari pernyataan Bapak Suyono diatas, terdata 50 orang warga miskin yang
sudah menerima Kartu ATM Beras di Desa Ngantru dan Desa Tamanan. Dalam
perencanaan Polres Trenggalek, program ATM Beras ini akan berjalan di seluruh
Kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Tetapi dalam waktu 10 bulan ini masih
berjalan di Kecamatan Trenggalek, yakni di Desa Ngantru dan Desa Tamanan.
Pernyataan Bapak Suyono diatas, sesuai dengan Teori Kebijakan Publik
James Anderson pada tahap Proses Implementasi Kebijakan. Tidak  semua
kebijakan  berhasil  diimplementasikan   secara  sempurna, karena implementasi
kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekedar merumuskannya.
Implementasi menyangkut kondisi rill yang sering berubah dan sulit diprediksikan.
Strategi impelementasi mengaitkan berbagai lapisan dan kelompok dalam
masyarakat. Semakin banyak kepentingan yang terakomodasi semakin  besar
kemungkinan  suatu  kebijakan berhasil  diimplementasikan.
Jika dikaitkan dengan teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van
Horn bahwa:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Inovasi kebijakan polisi peduli sesama ini
mempunyai standar  dimana  telah  dilakukan evaluasi berulang-ulang untuk
memunculkan sebuah inovasi baru dan sasaran dari inovasi tersebut sangat
14 Suyono, Kasatbinmas Polres Trenggalek, wawancara. Trenggalek 21 September 2017
































jelas yakni memberikan pelayanan yang baik dan juga bantuan sosial
kemanusiaan bagi masyarakat kurang mampu  di Kabupaten Trenggalek.
2. Sumberdaya. Sebuah inovasi kebijakan tidak lepas dari adanya dukungan
sumberdaya manusia yakni Personil polisi yang tergabung dalam organisasi
polisi peduli sesama serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam
terlaksanaya inovasi tersebut dan sumberdaya materi, maupun gagasan ide-
ide baru.
3. Komunikasi  antar  Organisasi  dan  Kegiatan  Pelaksanaan.  Komunikasi yang
baik sangat diperlukan dalam hal koordinasi dan kerjasama agar kebijakan
berjalan sesuai yang diharapkan baik dari instansi terkait, masyarakat.
4. Karakteristik  Badan  Pelaksana. Agar  suatu  inovasi  kebijakan  dapat
tercapai secara optimal perlu adanya transparansi dari berbagai pihak. Baik
dalam hal   sosialisasi   inovasi   bantuan beras yang diberikan Polisi Peduli
Sesama (P2S),   pendistribusian  bantuan,   serta   harapan   yang diinginkan
oleh semua pihak dapat terpenuhi.
5. Disposisi Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana
kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi
kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang
dilaksanakan bukanlah hasil formulasi dari satu pihak saja. Sehingga
dilakukan evaluasi-evaluasi untuk mencari inovasi yang sejalan dengan
keinginan, harapan dari berbagai pihak.
6. Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup
































sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan
implementasi inovasi kebijakan Polisi Peduli Sesama (P2S), sejauh mana
masyarakat, dan polisi memberikan dukungan terhadap inovasi bantuan
berupa ATM Beras tersebut. Dalam prakteknya tidak semua masyarakat
mengetahui inovasi yang dilakukan oleh polisi peduli sesama ini, peneliti
menemukan banyak hal, implementasi bantuan belum maksimal, diantaranya,
karena masih kurangnya anggaran untuk bantuan karena masih bersumber
dari kantong pribadi para anggota Polisi Peduli Sesama (P2S), juga pada
pendistribusian bantuan yang belum mencakup seluruh warga miskin yang
ada di Kabupaten Trenggalek.
Dalam pelaksanaan ATM Beras ke desa di bantu oleh anggota Kepolisian dan
Perangkat Desa. Seperti di Desa Ngantru dan Desa Tamanan Kecamatan
Trenggalek Kabupaten Trenggalek, yang ditugaskan Kasatbinmas Polres
Trenggalek adalah Bripka Suci Barokah. Dalam pelaksanaanya Bripka Suci
mensurvei warga miskin di dua desa tersebut.15
”Tujuan utamanya adalah membantu antar sesama, terutama kepada saudara-saudara
kita yang lebih membutuhkan (miskin). Sasaran kami sudah jelas kepada warga yang
lanjut usia dan kaum dhuhafa. Dan tak bisa di pungkiri bahwa untuk membangun
kedekatan antara polisi dengan warganya. Barangkali di kemudian hari terdapat
tindak kriminal atau tentang kenakalan remaja, warga tidak sungkan lagi untuk
melaporkan tindakan tersebut. Karena selama ini warga/masyarakat cuek terhadap
keadaan lingkungan sekitar jika ada penyimpangan atau tindakan yang tidak
menyenangkan.”
Pada awalnya Kepala Desa Ngantru yang selanjutnya dipanggil Bapak
15 Suci barokah, Bhabinkamtibmas, wawancara. Trenggalek 20 Desember 2017
































Suwono melakukan pendataan warga kurang mampu (miskin) dengan kriteria yang
telah ditetapkan oleh Polres yang mengikuti pada standar pemerintah, setelah
melakukan pendataan  warga miskin dikumpulkan dibalai desa untuk diberikan
penjelasan dan pengarahan tentang keberadaan ATM beras. Kemudian dilanjutkan
dengan pembagian kartu ATM untuk pengambilan Beras di Polres Trenggalek. Pada
saat melakukan penjelasan dan pengarahan oleh Pak Suwono Kepala Desa  warga
yang berhak mendapatkan kartu ATM adalah 16
“warga miskin dalam arti dia bekerja sehari-hari tetapi pengahsilannya belum
tercukupi. Kemudian warga yang tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan
(fakir). Fakir disini dalam artian warga tersebut sudah sepuh (lanjut usia) dan
dhuhafa”
Setelah mendapat penjelasan dan  pengarahan warga di bawa ke Polres
trenggalek dengan menggunakan kendaraan Garnisun yang telah disediakan oleh
pihak Polres Trenggalek untuk mengambil beras yang telah tersedia di mesin ATM
berdasarkan data warga kurang mampu yang telah dimasukkan ke dalam  program
ATM, setiap satu orang mendapatkan satu kartu ATM dengan kapasitas maksimal
3 kilogram untuk per-kartu ATM. Untuk setiap pengambilan beras menggunakan
kartu ATM ini pun tidak dapat diwakilkan ataupun di perjual belikan karna telah
ada kesepakatan dan ada sanksi apabila salah satu warga melanggar hal tersebut
maka kartu warga tersebut akan di cabut dan dihapus.
Untuk waktu pengambilan Beras di ATM yaitu setiap Hari Rabu dalam
jangka waktu satu minggu sekali. salah satu warga yang mendapatkan kartu ATM
16 Suwono, Kepala Desa Ngantru, wawancara. Trenggalek, 03 Januari 2018
































beras adalah mbah turiman salah satu warga kurang mampu (miskin) yang sudah
berumur 80 tahun.
Menurut mbah turiman dengan adanya  ATM Beras ini sangat bermanfaat dan
sangat membantu.17
”Enggeh alkamdulillah damel kulo niki rejeki, menawi kulo nggeh sampun umur 80
taun. Pendamelan kulo namung angon wedhus titipane tiang kale sadean kayu
bakar.” (Alhamdulillah, saya menganggap bantuan ini adalah rejeki. Saya sudah
berumur 80 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya menggembala kambing tetangga
sebelah, dengan menjual kayu bakar)
Berbeda dengan Mbah Sutrisno salah satu warga kurang mampu yang tidak
mendapatkan Kartu ATM Beras, dan bahkan Mbah Sutrisno belum mendapatkan
informasi tentang adanya ATM Beras tersebut. Padahal yang mana telah di survei
oleh Kepala Desa Ngantru, dan tercatat dalam pendataan tetapi saat pelaksanaan
ATM Beras berlangsung di Desa Ngantru tersebut Mbah Sutrisno tidak
mendapatkan Kartu ATM bahkan tidak mendapatkan informasi tentang adanya
ATM Beras yang diselenggarakan Polres Trenggalek18
“Nyuwun ngapunten sak derenge mbak, kulo selama iki belum pernah punya ATM
beras. Jadi nek ada pertanyaan sing pundi2 kulo mboten saget jawab. Masalah e
kados pundi prosese ATM pripun kulo mboten ngertos”
Berbeda dengan keadaan di Desa Tamanan Kecamatan Trenggalek
Kabupaten Trenggalek yang mana warganya lebih sedikit dari Desa Ngantru, dan
beberapa warganya pun terbilang mampu dan hanya beberapa warga saja yang
17 Turiman, Warga Penerima ATM Beras Desa Ngantru, Wawancara. Trenggalek, 04 Januari
2018
18 Sutrisno, Warga Penerima ATM Beras Desa Ngantru, Wawancara. Trenggalek, 04 Januari
2018
































kurang mampu (miskin). Dalam hal ini Bhabinkamtibmas Suci Barokah juga
mendata dan mensurvei warga yang kurang mampu dengan Bapak Supriyono
selaku Kepala Desa Tamanan, dalam proses pendataan dan pelaksanaan saat survei
di tamanan yang berhak mendapatkan Kartu ATM yang sesuai kriteria hanya
beberapa orang saja, yang kemudian diberikan penjelasan dan arahan di Desa
Ngantru bersama-sama dengan warga Desa Ngantru. Salah satu warga yang berhak
mendapatkan kartu ATM beras dari Desa Tamanan yaitu Joko: 19
“Rumiyen kulo di survei tiang kelurahan. Mantun niku kulo di undang ten kelurahan
desa ngantru, Mantun niku di ajak ten kantor polisi nggalek mendet beras ndamel
kartu.” (Dulu saya disurvei oleh perangkat desa, kemudian saya di undang bertempat
di kantor Kelurahan Desa Ngantru. Lalu saya di ajak ke markas Polres Trenggalek
untuk mengambil beras menggunakan kartu ATM)
Menurut Joko banyak manfaat yang beliau terima dan harapan beliau selama
berjalannya program tersebut agar dapat berjalan terus dan dapat selalu membantu
warga miskin kurang mampu20
“Berfaedah mbak. Mergo kulo nggeh kan termasuk tiang kesusahan mboten saget
merdamel, nggeh mugi2 lancar terus saget2 nambah dados 5kg berase.” (sangat
bermanfaat. Karena saya orang miskin orang kesusahan tidak bisa berkerja. Semoga
lancar terus programnya Pak Polisi. Semoga bisa nambah berasnya awalnya 3 kg
menjadi 5 kg).
Menurut Joko sebagai warga miskin penerima ATM Beras dari Desa
Tamanan, beliau termasuk kedalam standart masyarakat miskin yang berhak
mendapatkan bantuan Kartu ATM Beras Polres Trenggalek. Hal tersebut sesuai
dengan Ciri-ciri Kebijakan Inovatif Terencana, karena inovasi sengaja dibuat dan
direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Disini yang menjadi
19 Joko, Penerima ATM Beras Desa Tamanan, wawancara. Trenggalek, 04 Januari 2018
20Ibid.
































objeknya adalah masyarakat miskin Kabupaten Trenggalek.
Tabel 4.2





Untuk masyarakat miskin -
Sistematika: Sosialisasi









C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Terealisasinya Inovasi ATM Beras Di
Kabupaten Trenggalek
Ketika sebuah inovasi baru dilahirkan maka tidak lepas dari faktor yang
mendukung dan menghambat terlaksananya sebuah inovasi kebijakan yang baru.
Menurut pendapat Bapak Suyono selaku Kasatbinmas Polres Trenggalek adalah:21
“Faktor pendukung selama ini adalah rasa solidaritas yang tinggi dari para anggota
P2S, yang dengan suka rela menyisihkan rejekinya untuk membantu masyarakat
miskin. Serta respon baik dari masyarakat yang membuat kami termotivasi untuk
melakukan kepedulian antar manusia.”
Dari wawancara diatas dapat simpulkan bahwa faktor pendukung
terealisasinya inovasi ATM Beras ini ialah rasa kepekaan, rasa peduli dan
solidaritas antar anggota polisi (P2S) maupun antar warga. Dalam upaya
menanamkan rasa kepekaan tolong menolong kita dapat membiasakan diri dengan
menginfakkan atau memberikan santunan kepada fakir miskin, orang tua/jompo,
21 Suyono, Kasatbinmas Polres Trenggalek, wawancara. Trenggalek,  21 September 2017
































mengangkat anak asuh dll.
Kemudian faktor yang menghambat terealisasinya inovasi ATM Beras yang
dikemukakan oleh Bapak Suyono yakni:22
“Faktor penghambatnya adalah pengadaan beras, karena saat ini dana utama untuk
pengadaan beras berasal dari iuran anggota P2S dan donatur. Tapi kalau hanya
mengandalkan iuran anggota dan donatur di takutkan tidak bisa digunakan dalam
jangka panjang. Makanya kami berkoordinasi dengan pemkab trenggalek dan BAZ
(badan amil zakat) untuk pengadaan beras.”
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendanaan dan
pengadaan beras yang masih kurang. Inovasi ATM ini sudah terealisasi dengan
baik, namun masih banyak kendala yang harus diselesaikan oleh pihak Polres
Trenggalek. Saat ini Polres Trenggalek telah bekerjasama dengan Pemkab
Trenggalek untuk mendata warga miskin secara merata yang nantinya akan
diberikan bantuan berupa kartu ATM, sehingga warga yang mendapatkan kartu
tersebut dapat mengambil sembako berupa beras di markas Polres. Serta
bekerjasama dengan BAZ (Badan Amil Zakat) untuk penyaluran beras kepada
warga miskin.
Sesuai dengan Teori Manajemen Pelayanan Publik pada Standar Pelayanan
Publik, yang menjadi faktor penghambat realisasi ATM Beras adalah pengadaan
beras. Karena dana untuk pengadaan beras pada saat ini berasal dari iuran anggota
Polisi Peduli Sesama (P2S) dan donatur. Pihak Polres Trenggalek telah
berkoordinasi mengenai pengadaan beras dari Pemkab Trenggalek dan BAZ
(Badan Amil Zakat).
22 Ibid.,
































Menurut Sutrisno warga Desa Ngantru selaku penerima kartu ATM beras,
beliau mengaku tidak mendapatkan bantuan ATM beras dari Polres Trenggalek:23
“Nyuwun ngapunten sak derenge mbak, kulo selama iki belum pernah punya ATM
beras. Jadi nek ada pertanyaan sing pundi2 kulo mboten saget jawab. Masalah e
kados pundi prosese ATM pripun kulo mboten ngertos.” (Sebelumnya saya minta
maaf, selama ini saya belum mempunyai kartu ATM beras. Jadi kalau ada pertanyaan
tentang ATM beras yang anda maksud, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak
tahu).
Dari pernyataan Sutrisno, beliau mengaku tidak mendapatkan Kartu ATM
Beras. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi antara pihak Polres dan
Perangkat Desa, sehingga warga yang seharusnya mendapat bantuan tersebut
terlewatkan. Padahal didalam daftar nama warga penerima Kartu ATM Beras
terdapat nama Sutrisno. Tetapi dalam realisasinya Sutrisno belum mendapat kartu
tersebut.
Menjalankan program baru memang membutuhkan tahapan-tahapan supaya
program ATM beras dapat terlaksana dengan baik serta menyeluruh dan semua itu
membutuhkan waktu dan proses yang panjang.
23 Sutrisno, Warga Penerima ATM Beras Desa Ngantru, wawancara. 04 Januari 2018



































Dalam Penelitian yang dilaksanakan mulai bulan Maret 2017 sampai dengan
bulan Januari 2018. Dengan fokus penelitian tentang Inovasi Kebijakan Polisi
Peduli Sesama (Studi ATM Beras Untuk Warga Miskin di Kecamatan Trenggalek
Kabupaten Trenggalek Tahun 2017), mendapatkan beberapa kesimpulan:
1. Lahirnya program Polisi Peduli Sesama (P2S) adalah untuk mengurangi
angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dan meminimalisir tindak
kejahatan dan kriminalitas di Trenggalek yang disebabkan oleh banyaknya
tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sehingga Polisi Peduli Sesama
menggagas Inovasi ATM beras untuk membantu masyarakat miskin di
Kabupaten Trenggalek.
2. Realisasi inovasi ATM Beras untuk warga miskin di kabupaten Trenggalek
sudah berjalan dengan baik. Ukuran baik adalah perencanaan sudah sesuai
dengan realisasi. Di Kecamatan Trenggalek berjalan di 2 Desa, yaitu Desa
Ngantru dan Desa Tamanan. Warga miskin di seleksi oleh Polres Trenggalek
dibantu dengan Perangkat untuk menyeleksi warga miskin yang berhak
mendapatkan ATM beras. Kemudian warga yang masuk dalam daftar
penerima kartu ATM beras berkumpul di Kelurahan Ngantru untuk di beri
sosialisasi mengenai ATM beras oleh pihak Polres dibantu dengan Perangkat

































3. Namun terdapat faktor penghambat berjalannya realisasi ATM Beras adalah
kurangnya donatur untuk pengadaan beras. Polres Trenggalek masih
mengandalkan iuran dari anggota kepolisian (P2S) untuk pengadaan beras
tersebut. serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat di Desa Ngantru dan
Desa Tamanan mengenai program Inovasi ATM Beras ini. Kemudian faktor
pendukungnya adalah antusiasnya masyarakat miskin serta anggota
kepolisian mengenai ATM Beras ini.
B. Saran
Dari hasil penelitian yang berjudul Inovasi Kebijakan Polisi Peduli Sesama
(Studi ATM Beras Untuk Warga Miskin Ds. Ngantru Kec.Trenggalek Kab.
Trenggalek Tahun 2017) ini, semoga bermanfaat dalam membantu khalayak umum
untuk memahami betapa pentinganya mempunyai sifat peduli dan tolong-menolong
atar sesama terutama kepada saudara yang kurang mampu.
Selain itu hasil penelitian ini mampu membantu dalam menganalisis peran
Polri yang tidak hanya berkutat menangani masalah hukum, tetapi Polri juga
mampu mengayomi masyarakat yang mengininkan lingkungan yang aman dan
sejahtera tanpa ancaman kriminalitas. Realita di era sekarang banyaknya
pengangguran disebabkan minimnya lapangan pekerjaan, sehingga bisa membuat
masyarakat melakukan tindak kriminal demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kemudian Polres Trenggalek bersama P2S (Polisi Peduli Sesama) meluncurkan
sebuah Inovasi Kebijakan ATM Beras untuk membantu warga miskin.
































Di harapkan dengan adanya Inovasi Kebijakan ATM Beras yang dibuat oleh
Polres Kabupaten Trenggalek dapat menginspirasi Polres-polres di Kabupaten lain
untuk berinovasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
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